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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Umum Jembatan Timbang  

Dalam aktivitas angkutan barang terdapat peraturan yang mengatur mengenai 

beban muatan dengan mempertimbangkan kemampuan layanan jalan dan 

disesuaikan dengan kelas jalan yang ada. Berdasarkan peraturan daerah yang 

berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan 

Angkutan Barang Pemerintah Provinsi Lampung, ditetapkan peraturan mengenai 

batasan kelebihan muatan setinggi-tingginya adalah 15%. Sedangkan berdasarkan 

kesepakatan delapan propinsi yang didasari oleh berbagai pertimbangan, maka 

pada pelaksanaannya di lapangan ditetapkan aturan mengenai kelebihan muatan 

sebagai berikut : 

1. Untuk kelebihan muatan 5% - 70% dikenakan denda atau retribusi.  

2. Untuk kelebihan muatan 70% dikenakan tilang.   

3. Untuk kelebihan muatan lebih dari 70% maka angkutan barang diminta 

untuk menurunkan muatan di jembatan timbang atau dikembalikan ke tempat 

asal.  

Adanya perbedaan mengenai aturan kelebihan muatan tersebut tentunya akan 

berpengaruh kepada kondisi perkerasan jalan yang ada, dimana kelas jalan telah 

ditetapkan sesuai dengan beban standar yang ada yaitu MST 10 ton. Sehingga 
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perlu dilakukan kajian mengenai kelebihan muatan oleh angkutan barang, 

terutama dalam kaitannya dengan laju penurunan kinerja jalan yang dipengaruhi 

oleh faktor beban lalu lintas yang dilayani.  

2.1.1 Jembatan Timbang  

Yang dimaksud dari jembatan timbang ialah jembatan yang telah dilengkapi 

dengan sensor. Sensor Timbangan/Loadcell untuk membaca berat dari media yang 

akan di timbang.  

Jembatan Timbang terdiri dari beberapa komponen penunjang diantaranya :  

1) Indikator Timbangan  

Indikator adalah alat yang digunakan untuk membaca dan mengetahui berat dari 

mobil/truk yang ditimbang, sama seperti timbangan pada umumnya Indicator 

merupakan komponen penting dari sebuah Jembatan Timbang . 

2) Loadcell (Sensor Timbangan)  

Ialah satu dari bagian Jembatan Timbang yang letaknya antara pondasi dan 

konstruksi Jembatan Timbang, Loadcell umumnya terbuat dari Alloy Stell dan 

Stainless Stell, kapasitas Loadcell tergantung dari kapasitas Jembatan Timbang 

ada yang 20/25/30 Ton.  

3) Konstruksi Timbangan (Besi WF: 500/600/200 Untuk Main Beam & Cross 

Beam)  

Konstruksi Jembatan Timbang sedikit berbeda dengan Jembatan biasa pada 

umumnya, karena terbuat dari plat dan besi yang khusus didesain untuk alat 

timbang dan telah disertifikasi contoh dari besi tersebut adalah Besi WF : 

500/600/200 Untuk Main Beam & Cross Beam. 

 

http://www.jembatantimbang.co.id/
http://www.jembatantimbang.co.id/
http://www.jembatantimbang.co.id/
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4) Pondasi (Bisa berupa cakar ayam atau tiang pancang)  

Pondasi Jembatan Timbang sama seperti pondasi pada umumnya yang biasanya 

terbuat dari Tiang Pancang maupun cor beton, hanya saja pondasi jembatan 

timbang alasnya menggunakan base plate yang berfungsi untuk menahan 

konstruksi dan Loadcell. 

5) Kamera  

Beberapa jembatan timbang telah dilengkapi dengan kamera yang berfungsi untuk 

menyimpan data mobil dan material truk maupun mobil yang ditimbang baik 

nomor kendaraan maupun material truk.  

6) Software dan printer  

Software Jembatan Timbang fungsinya hampir sama seperti software yang 

biasanya digunakan untuk parkir kendaraan bermotor, hanya perbedaanya jika 

software parkir biasa tidak dilengkapi dengan data material maupun berat dari 

kendaraan yang lewat, jika di software Jembatan Timbang semua data tersebut 

bisa ter-record/tersimpan. 

2.1.2 Macam-Macam Jembatan Timbang 

1) Jembatan timbang konvensional 

Jembatan timbang konvensional terdiri dari suatu platform untuk menimbang 

seluruh kendaraan beserta muatannya, sehingga dibutuhkan platform sepanjang 10 

meter sehingga keseluruhan as roda truk rigid dapat berada dalam platform, 

sedang untuk gandengan dan tempelan biasanya ditimbang terlebih dahulu truk 

penarik kemudian baru dilakukan penimbangan terhadap kereta gandengan atau 

kereta tempelannya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/As_roda
http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_gandengan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_tempelan
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2) Jembatan timbang sumbu 

Adalah timbangan yang menimbang muatan sumbu, dimana masing-masing 

sumbu ditimbang satu persatu kemudian untuk mengetahui berat keseluruhan truk 

dilakukan perjumlahan. 

3) Jembatan timbang portable 

Merupakan timbangan yang bisa dipindah-pindahkan, dapat berupa timbangan 

untuk masing-masing roda atau untuk seluruh kendaraan sekaligus. 

4) Jembatan timbang modern 

Sehubungan dewasa ini konfigurasi kendaraan dan arus lalu-lintas yang tinggi, 

maka diperlukan jembatan timbang modern. Jembatan timbang modern ini harus 

secara otomatis menimbang kendaraan yang lewat, yaitu dengan timbangan 

elektronik digital yang terkomputerisasi, artinya secara otomatis kendaraan akan 

ditimbang secara keseluruhan dan batas-batas toleransi pelanggaran yang 

diijinkan. Misalnya, secara bertahap pelanggaran akan dikurangi dimulai toleransi 

kelebihan muatan 70%, kemudian 50%, selanjutnya 30%, dst. Hal ini 

dimungkinkan dengan program komputer secara bertahap diubah. 

2.1.3 Fungsi Jembatan Timbang  

Menurut  KM Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan 

Kendaraan Bermotor di jalan ada beberapa fungsi dari Jembatan Timbang, 

diantaranya : 

 

   

http://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_sumbu
http://id.wikipedia.org/wiki/Roda


12 
 

1) Fungsi pemantauan 

Hal ini dilakukan untuk melihat gelagat atau tren lalu-lintas angkutan barang dan 

kelebihan muatan. Tentu saja dengan perkembangan jenis kendaraan yang pesat, 

maka jembatan timbang yang lama tidak mampu lagi memantau lalu lintas 

angkutan barang dewasa ini, karena jembatan timbang lama memiliki kapasitas 

rendah dan timbangan yang pendek.  

2) Fungsi pengawasan 

Lalu-lintas angkutan barang perlu diawasi tonasenya dan jenis barangnya, agar 

Pemerintah dapat mengawasi permintaan dan penawaran dari barang tersebut.  

3) Fungsi penindakan 

Tiap jalur atau ruas jalan mempunyai kelas jalan, yang berarti kemampuan daya 

dukung jalan berdasarkan Keputusan Menteri. Untuk menjaga kerusakan jalan 

perlu dilakukan penindakan berdasarkan berat tonase yang diijinkan, berikut 

toleransinya, di mana kendaraan bermotor tidak boleh melebihi muatan. Dengan 

ketentuan ini, maka kendaraan yang melebihi muatan akan ditindak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam 

menanggulangi muatan lebih melalui penetapan kelas jalan:   

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 tahun 1999 tentang Penetapan 

Kelas Jalan di Pulau Jawa; 

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 tahun 2000 tentang Penetapan 

Kelas Jalan di Pulau Sumatera; 

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 tahun 2001 tentang Penetapan 

Kelas Jalan di Pulau Sulawesi; 
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4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 tahun 2003 tentang Penetapan 

Kelas Jalan di Pulau Kalimantan. 

2.1.4 Pengoperasian Jembatan Timbang 

a. Proses Penimbangan Kendaraan Secara Konvensional 

1) Kendaraan memasuki komplek jembatan timbang melalui jalur masuk;  

2) Kendaran berhenti di atas platform untuk ditimbang; 

3) Petugas timbang mengaktifkan timbangan untuk dilihat beratnya 

kendaraan; 

4) Untuk jembatan timbang modern, petugas kemudian memasukkan data 

JBB/JBKB kendaraan dan komputer menghitung secara otomatis; 

5) Jika hasilnya ternyata kelebihan muatan, maka supir/kenek kemudian 

membayar denda sesuai dengan kelebihan muatan.  

6) Namun jika kelebihan muatan terlalu besar sesuai peraturan, maka 

kendaraan kemudian memasuki jalur gudang/palataran penyimpanan 

muatan berlebih dan kendaraan memasuki jalur timbangan untuk 

ditimbang sekali lagi, jika masih kelebihan muatan maka kendaraan masuk 

ke pelataran penumpukan barang,  

7) Ketika sudah selesai kendaraan keluar melalui jalur keluar. 

b. Proses Jembatan Timbang Modern 

Pada jembatan timbang modern terdapat dua deteksi penimbangan diantaranya: 

1) Penimbangan Awal 

Kendaraan masuk pada alat deteksi awal, dimana secara otomatis kendaraan yang 

kelebihan muatan yang berlebihan sekali terdeksi dan tidak masuk dalam toleransi 
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maka harus masuk ke jalur pembongkaran untuk membongkar kelebihan muatan, 

kemudian masuk lagi pada alat deteksi awal.  

2) Penimbangan Kendaraan 

Kendaraan yang sudah selesai masuk jalur penimbang dan berhenti di platform 

untuk ditimbang. Jika masih kedapatan kelebihan muatan yang masuk dalam 

tolrensi maka supir/kenek membayar denda dan retribusi. 

2.1.5 Pengaturan Kelebihan Tonase 

Penindakan toleransi muatan lebih perlu diambil sebagai kebijaksanaan 

penindakan muatan berlebih, hal ini disebabkan karena tidak mungkin Pemerintah 

dengan seketika menindak kendaraan yang bermuatan lebih sesuai batas muatan 

kelas jalan. Secara berangsur-angsur muatan akan disesuaikan dengan batas sesuai 

kelas jalan. Misalnya untuk tahap pertama diberikan toleransi 70%, artinya sebuah 

kendaraan masih diberikan dispensasi muatan 170% dengan batas kelas jalan. 

Secara berangsur toleransi muatan akan dikurangi menjadi 50%, kemudian 30%, 

dan seterusnya. 

Jumlah berat yang diizinkan disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan 

bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui; 

Jumlah berat yang dijinkan semakin besar kalau jumlah sumbu kendaraan 

semakin banyak. Atau dapat diformulasikan: JBI=BK+G+L, dimana BK adalah 

berat kosong kendaraan; G adalah berat orang (yang diijinkan); L adalah berat 

muatan (yang diijinkan). 
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JBI ditetapkan oleh Pemerintah dengan pertimbangan daya dukung kelas jalan 

terendah yang dilalui, kekuatan ban, kekuatan rancangan sumbu sebagai upaya 

peningkatan umur jalan dan kendaraan serta aspek keselamatan di jalan. 

Sementara itu Jumlah Berat Bruto (JBB) ditetapkan oleh pabrikan sesuai dengan 

kekuatan rancangan sumbu, sehingga konsekuensi logisnya JBI tidak melebihi 

JBB. 

Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda dari satu sumbu kendaraan terhadap 

jalan. Beban tersebut selanjutnya didistribusikan ke fondasi jalan, bila daya 

dukung jalan tidak mampu menahan muatan sumbu maka jalan akan rusak. Oleh 

karena itu ditetapkanlah Muatan Sumbu Terberat (MST) yang bisa melalui suatu 

kelas jalan tertentu. 

Tabel JBI untuk masing-masing konfigurasi kendaraan 

 

Konfigurasi 

sumbu 

Jumlah 

sumbu 
Jenis JBI Kelas II JBI Kelas III 

1 – 1 2 Truk Engkel 12 ton 12 ton 

1 – 2 2 Truk Besar 16 ton 14 ton 

1 - 2.2 3 
Truk 

Tronton 
22 ton 20 ton 

1.1 - 2.2 4 
Truk 4 

sumbu 
30 ton 26 ton 
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1 - 2 - 2.2 4 Trailer 34 ton 28 ton 

1 - 2.2 - 2.2 5 Trailer 40 ton 32 ton 

1 - 2.2 - 2.2.2 6 Trailer 43 ton 40 ton 

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat 

2.1.6 Fungsi Jalan berdasarkan Kajian Ekonomi 

Kajian ekonomi menjadi penting karena pada saat ini dirasakan bahwa jalan lintas 

Sumatera masih belum dapat melayani lalu lintas dengan lancar dan aman. Masih 

terdapat lokasi-lokasi pada jalur lintasan tersebut dirasakan masih perlu dibenahi 

untuk mendapatkan standar kelayakan teknis yang memadai. Antara lain adalah 

lebar lajur yang ada, jari-jari tikungan, tanjakan, batas pandangan, daerah 

penguasaan jalan, maupun konstruksi perkerasannya sendiri. Apalagi bila dilalui 

oleh kendaraan berat.
1
 

Salah satu manfaat ekonomi penting yang dapat diharapkan dan diperoleh melalui 

penghematan biaya operasi kendaraan karena kecepatan kendaraan yang menjadi 

lebih tinggi dan jarak tempuh yang lebih pendek. Dengan adanya sarana dan 

prasarana yang baik, perekonomian Kabupaten Lampung Selatan dapat tumbuh 

dan berkembang serta menstimulasi pertumbuhan di bidang-bidang lainnya. 

                                                           
1
 http://www.scribd.com/doc/204844381/Studi-Kelayakan-Jalan-Lintas-Utara-Timur-Lintas-Barat-

Selatan-Dan-Lintas-Tengah#force_seo 
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Fungsi jalan berdasarkan kajian ekonomi yaitu berdasarkan biaya (cost – based 

valuation) menghitung peningkatan biaya operasional kendaraan dan dampak 

terhadap pengeluaran biaya akibat kerusakan jalan, seperti:
2
 

1. Pengeluaran tambahan akibat adanya jalan yang rusak; 

2. Pengeluaran untuk berobat akibat kecelakaan karena jalan yang rusak; 

3. Hilangnya nyawa akibat kecelakaan karena jalan yang rusak; 

4. Kerusakan barang karena jalan yang rusak. 

2.2 Pelaksanaan Perimbangan Keuangan antara Provinsi dan Kabupaten 

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Ketentuan 

Umum UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat 

dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, 

proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka 

pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, 

kondisi, dan kebutuhan daerah. 

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, “Anggaran pendapatan dan belanja daerah 

yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD”.  

Menurut Saragih, “APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting 

keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. 

Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan 

                                                           
2
 http://sosekling.pu.go.id/database/database/penelitian/83, Puslitbang Sosial Ekonomi 

Lingkungan, Jakarta Selatan. Satrio Sang Raksono, Aditya Anwar, Pradoto Imam Santoso: Kajian 

Ekonomi Akibat Kerusakan Jalan Nasional di Lintas Timur Sumatera, Sumatera Utara, 2009. 
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berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD)”.
3
 Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang 

luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah serta secara proporsional diwujudkan 

dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang 

berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber 

pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi 

dan tugas pembantuan. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari 

pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi 

disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana serta pengalokasian 

anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan 

pelimpahan kewenangan  tersebut. Sedangkan penugasan dari pemerintah pusat 

kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran. 

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas 

penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-

Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip 

money follows function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti 

fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing 

tingkat pemerintahan. 

                                                           
3
 Saragih, 2003,Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi, Ghalia Indonesia. 
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Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan 

memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem 

Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada 

Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas 

penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan 

memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang 

menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, 

Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. 

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, 

pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan 

operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa 

pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya 

saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk 

melancarkan roda pemerintahan daerah.
4
 

 

                                                           
4
Abdullah, H. Rozali, 2002, Pelaksanaan otonomi luas dan isu federalisme sebagai suatu 

alternatif, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 
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Menurut Feni Rosalia
5
 sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain: 

1) Dari pendapatan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada  daerah 

atau yang bukan menjadi kewenangan pemajakan pemerintah pusat dan masih 

ada potensinya di daerah; 

2) Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah, misalnya retribusi, tarif perizinan 

tertentu, dan lain-lain; 

3) Pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan-keuntungan 

perusahaan daerah, yaitu perusahaan yang mendapat modal sebagian atau 

seluruh dari kekayaan daerah; 

4) Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah, dengan ini dimaksudkan sebagai bagian penerimaan pusat dan 

kemudian diserahkan kepada daerah; 

5) Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau yang 

penggunaannya ditentukan daerah tersebut; 

6) Seiring terdapat pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang bersifat 

khusus karena keadaan tertentu. Di Indonesia hal ini disebut ganjaran; 

7) Penerimaan-penerimaan daerah yang didapatdari pinjaman-pinjaman yang 

dilakukan pemerintah daerah. 

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal/angka 18 bahwa 

“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

                                                           
5
 Bintoro Tjokroamidjojo, 1984, Dekonsentrasi/Desentralisasi dan Pembangunan di Irian Jaya, 

Jakarta, hlm. 160. 
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diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan”.
6
 

Menurut Warsito
7
 “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber 

dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah, 

dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah”. 

Menurut Herlina Rahman, “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan 

daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan asas desentralisasi.” 

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh 

daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai  

dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan 

dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan 

pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang Iebih luas tidak 

hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan 

kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap 

sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri khususnya 

                                                           
6
 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 18 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. 
7
 Warsito, 2001, Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru, 

Diponegoro University, Semarang, hlm. 128. 
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keperluan secara rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan daerah merupakan 

hal yang dinginkan setiap daerah.
8
 

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal 

ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan 

pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan 

bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan 

meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.
9
 

Kontribusi uang denda yang dikenakan pada kendaraan berat yang mengangkut 

muatan berlebih atau melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku 

seharusnya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung 

Selatan. Tetapi pada implementasinya kontribusi uang denda tersebut malah 

menjadi sarana pungutan liar bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Hal itu menyebabkan tidak optimalnya penarikan retribusi untuk pemasukan dana 

pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Selatan. 
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Manfaat dari Pendapatan Asli Daerah bagi Perkembangan Daerah : 

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup 

penting Fungsinya baik untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan 

maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan 

pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama 

dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan 

pelayanan publik di Kabupaten/Kota di Indonesia. 

2.4 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu 

Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta 

pengelolaannya.
10

 

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan/atau kendaraan agar bisa berjalan 

dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan sebagai 

dasar yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 

1. instansi yang membina; 

2. penyelenggaraan; 

3. jaringan prasarana; 

4. ketentuan tentang kendaraan yang digunakan; 

5. pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu; 

6. ketentuan tentang tata cara berlalu lintas; 
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7. ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas; 

8. ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan; 

9. perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut 

usia, wanita hamil, dan orang sakit; 

10. sistem informasi dan komunikasi lalu lintas; 

11. penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas serta; 

12. ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan 

lalu lintas. 

Kaitan antara jaringan transportasi sangat erat dengan tata guna lahan di daerah 

sekitarnya. Oleh karena itu jaringan yang baik sangat mempengaruhi mobilitas 

dan aksesibilitas pergerakan di dalam jaringan tersebut. Pendekatan yang biasanya 

digunakan untuk perencanaan jaringan adalah pendekatan ekonomi, sosial, budaya 

serta pertahanan keamanan nasional dan tidak boleh melupakan hambatan fisik 

yang mungkin ditemui. 

Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan (derived demand)
11

 akibat 

aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dalam kerangka makro ekonomi, 

transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan 

lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Harus diingat bahwa sistem 

transportasi memiliki sifat sistem jaringan dimana kinerja pelayanan transportasi 

sangat dipengaruhi oleh integrasi dan keterpaduan jaringan. 

Perbaikan sistem transportasi dengan pembukaan lintas lintas baru akan 

mengakibatkan perbaikan pertumbuhan ekonomi dari kawasan yang dihubungi 
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atau terhubung dengan sistem pelayanan yang baru berdampak terhadap
12

 : 

Penurunan biaya produksi; menaikkan nilai jual produk yang dihasilkan serta akan 

mendorong investasi baru masuk kekawasan tersebut. 

Peran lalu lintas dan angkutan jalan kaitannya sangat erat dengan perkembangan 

daerah. Permasalahan lalu lintas yang terkait dengan tingginya intensitas 

pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan angkutan barang yang melebihi batas 

muatan telah menimbulkan berbagai dampak yang sangat merugikan bagi 

masyarakat terutama berdampak pada terhambatnya pembangunan daerah. 

Dampak yang terjadi yaitu kerusakan jalan baik kondisi rusak ringan hingga rusak 

berat. Kondisi jalan yang rusak ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas, menjadi 

pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas dan dampak terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Pentingnya memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap penerapan 

peraturan dan kebijakan dibidang lalu lintas dimaksudkan untuk meminimalisir 

permasalahan lalu lintas yang menyebabkan terhambatnya pembangunan daerah. 

2.5 Kontribusi Uang Denda Kelebihan Tonase 

Kontribusi adalah peran kita dalam keikutsertaan terhadap sesuatu, bisa jadi 

keikutsertaan, bentuk parisipasi pemikiran atau materi. Denda itu salah satu 

bentuk hukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang. Ada dua jenis 

denda, denda sebagai sanksi pidana dan denda sebagai sanksi administratif. 

Prinsipnya sama, sama-sama penghukuman, yang berbeda adalah bagaimana 

denda tersebut dijatuhkan, kepada siapa denda tersebut dibayarkan, serta 

bagaimana konsekuensinya jika denda tidak dibayarkan oleh terhukum. 
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Uang denda yang dimaksudkan disini berupa retribusi yang nantinya akan masuk 

sebagai Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung. Retribusi adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi 

atau badan.
13

 

Pihak pemerintah masih terus melakukan pembenahan bagi operasional kawasan 

 di tiga titik Jembatan Timbang seperti Jembatan Timbang Wayurang Kalianda, 

Jembatan Timbang Pematang Panggang Mesuji dan Jembatan Timbang 

Blambangan Umpu Waykanan. Tujuannya untuk menertibkan kendaraan keluar 

masuk. Sehingga pelayanan dapat benar-benar diterapkan di tiga titik area tersebut 

sebagaimana tertera pada Pasal 20 dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 

tahun 2012 tentang lokasi pemungutan denda bagi muatan lebih dari ketentuan. 

Peraturan Gubernur Nomor 32  Tahun 2012 telah ditetapkan klasifikasi 

penggolongan mobil barang seperti  jenis mobil barang dengan jumlah berat yang 

 yang diizinkan 3.500 Kg sampai 8.000 Kg  masuk kategori golongan I. 

Sedangkan jumlah berat yang diizinkan (JBI) lebih besar  dari 8.000 Kg sampai 

14.000 Kg kategori golongan II, JBI lebih besar 14.000 Kg sampai 22.000 Kg 

ketegori golongan III dan JBI lebih besar 22.000 Kg masuk kategori golongan IV. 

Dalam ketentuan pelanggaran kelebihan muatan yang tertera pada pasal 22 

diklasifikasikan bagi pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 

5%  hingga 15% dari jumlah jumlah berat yang diizinkan (JBI)  dikategorikan 

pelanggaran tingkat I. Sedangkan pengangkutan barang dengan kelebihan muatan 
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lebih dari 15% hingga 25% dari jumlah berat yang diizinkan (JBI) masuk dalam 

kategori pelanggaran tingkat II. 

Sedangkan denda atas pelanggaran kelebihan muatan  telah diatur dalam pasal 23 

menurut masing masing  golongan kendaraan, sebagaimana  dimaksud dalam 

pasal 21 tentang penggolongan mobil barang. 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian 

Kelebihan Muatan Angkutan Barang ditetapkan pada 23 November 2012 dan 

mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan 

Angkutan Barang. 

Pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Angkutan Barang tercantum Tata Cara 

Pengenaan Denda pada Pasal 14, 15 dan 16 : 

Pasal 14 : 

(1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (1) , dikenakan untuk 1 (satu) 

kali pada penimbangan pertama dan untuk satu kali perjalanan kecuali 

ditemukan penambahan muatan pada penimbangan kendaraan pada unit 

penimbangan berikutnya. 

(2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara tunai 

dan diberikan tanda bukti pembayaran. 

(3) Apabila dalam penimbangan berikutnya terdapat selisih berat muatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10. 
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(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah. 

Pasal 15 : 

(1) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan 

oleh petugas unit penimbangan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 

(2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

melaksanakan pengenaan denda, diwajibkan untuk: 

a) Menerima pembayaran denda dan membuat tanda bukti penerimaan denda 

yang mencantumkan besaran denda; 

b) Menyerahkan penerimaan denda kepada Bendahara Penerima paling lambat 

satu kali 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan tanda bukti 

penyetoran yang dilampiri tembusan tanda bukti penerimaan denda 

pelanggaran; 

1. Membuat dan menandatangani Berita Acara Penurunan Barang bagi 

Pelanggaran Tingkat III yang akan melanjutkan perjalanan; dan 

2. Membuat dan menandatangani Berita Acara Penitipan Mobil Barang dan 

muatannya bagi Pelanggaran Tingkat III yang tidak bisa melanjutkan 

perjalanan. 

Pasal 16 : 

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran tidak dapat memenuhi kewajiban 

pembayaran denda, maka STUK disita sementara untuk dijadikan jaminan; 

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran adan tidak dapat menunjukan 

STUK yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai jaminan, 

dapat dilakukan penundaan perjalanan terhadap kendaraan yang digunakan 

untuk mengangkut barang; 
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(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan tanpa syarat 

apabila kewajiban pembayaran denda telah dipenuhi. 

Fungsi Kontribusi Uang Denda, Kontribusi uang denda diberlakukan untuk 

memberikan sanksi terhadap kendaraan berat yang melintas di jalan lintas agar 

menaati peraturan yang ada yaitu membatasi berat muatan yang diangkut sesuai 

dengan peraturan yang ada dan masih berlaku. 

Pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Angkutan Barang bukan hanya dibuat 

untuk mengatur kelebihan muatan pada kendaraan berat saja tetapi juga memiliki 

tujuan yaitu mengutamakan azas kepentingan umum dan kesadaran hukum dalam 

berkendara tidak lain melindungi keselamatan pengemudi, pengguna jalan 

lainnya, agar terwujud kelancaran dan ketertiban berlalu lintas. Yang terpenting 

adalah mencegah kerusakan jalan yang disebabkan oleh angkutan tersebut. 

2.6 Dasar Hukum 

Dalam permasalahan yang ada digunakan beberapa dasar hukum sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 tahun 2011 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang. 


